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Abstract: The objective of study is to compure the financial performance in the extended regions in Papia
Province. It is indicaled thar the host 1akes a positive benefit afier launching the new auionomous region
because it will reduce the once consistently fiscal dependence. However, DOBR tends to have a stapnant
fiscal self-supporr rather than the host. The opeimization of PAD sources ar DOB seems lower than the host.
Mareover, the ability of DOB 1o creaie local revenue may still be beiter than the contvol. I is evideni during
the beginning of extension when DOB shows better fiscal self-support rather than control. DOBs capital
expense is more focused in the investment in the governmental infrastruciures such as office building,
iransporiaiion, office iools and household which are not previously equipped in the new auwtonomous
region. However, the decrement trend is apparent as shown by higher proportion of expense rather thun the
host and the control. In whole, the result of index comparison indicares that in the beginning of current
year. DOB shows the higher local financial performance rather than the host and the contral. Unfortu-
nately, it decreases in the last two years of observation, or even lower than the host but not far different from
the comtrol. Such condition continues to develop uniil the end of observation, when the host’s financial

performance is getiing betier than DOEB’s and the conirol’s.
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Isu pemekaran wilayah di Indonesia, termasuk di
Papua, sebenarnya bukan merupakan isu baru.
Semenjak masa orde baru fenomenanya sudah terlihat,
meskipun masih sedikit jumlahnya. Dan semakin
banyak ketika era otonomi daerah digulirkan di tahun
1999 yang menimbulkan terjadinya euforia pemekaran
wilayah di berbagai daerah Indonesia. Sehingga
dalam rentang waktu kurang dari 7 tahun, setidaknya
sudah terbentuk 173 daerah otonom baru yang terdiri
dari 7 provinsi, 135 kabupaten serta 31 Kota. Sampai
saat ini pemekaran daerah masih selalu menjadi isu
yang paling populer dalam pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah.
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Jika dilihat ke belakang, konsep mengenai peme-
Karan wilayah itu sendiri sebenarnya pernah diungkap-
kan oleh Tiebout (1956) melalui pendekatan public
choice school. Dalam sebuah artikel yang berjudul
A Pure Theory of Local Expenditure, Tiebout (1956)
mengatakan bahwa pemekaran wilayah dianalogkan
sebagai model ekonomi persaingan sempurna di mana
pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mem-
pertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan
pelayanan yang efisien, dan mengijinkan setiap indivi-
dumasyarakatnya untuk mengekspresikan preferen-
sinya untuk setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat
pemerintahan yang berbeda dengan vote with their

feet. Merujuk kepada pandangan Tiebout (1956)

tersebut, Swianiewicz (2002) mengeluarkan suatu
pernyataan bahwa komunitas lokal yang kecil dan
lebih homogen akan lebih mudah untuk mengimple-
mentasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi
sebagian besar masyarakainya. Kesempatan
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